
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SP DIPA-085.01-0/2026

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026

DS:0392-0097-9481-1760

A. DASAR HUKUM :

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.1.

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.2.

UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 20263.

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :

: 0851. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)

085.01:2. UNIT ORGANISASI Badan Pengawas Tenaga Nuklir

:3. PAGU Rp.117.741.540.000

(SERATUS TUJUH BELAS MILIAR TUJUH RATUS EMPAT PULUH SATU JUTA LIMA RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :

DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.1.

Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.2.

DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.3.

Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker.4.

Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.5.

DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.6.

A.N. MENTERI KEUANGAN

NIP.197003271995031002

Jakarta,  01 Desember 2025

LUKY ALFIRMAN

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN



DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : DIPA-085.01-0/2026

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM  dari1Halaman : 7

DS:0392-0097-9481-1760

A. IDENTITAS UNIT :

: 085 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA

01 Badan Pengawas Tenaga Nuklir:2. UNIT ORGANISASI

:3. PAGU

B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :

Rp.117.741.540.000

(SERATUS TUJUH BELAS MILIAR TUJUH RATUS EMPAT PULUH SATU JUTA LIMA RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH)

(dalam ribuan rupiah)

Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 13.595.786085.01.KB

Program Dukungan Manajemen 104.145.754085.01.WA
:1. PROGRAM

Peningkatan kontribusi iptek dalam menjamin perlindungan keselamatan, keamanan dan garda aman nuklir: SASARAN STRATEGIS K/L 01

Meningkatnya Birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel serta berkinerja tinggi: 02
2.

01 PELAYANAN UMUM 117.741.540FUNGSI :
0104 PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK 117.741.540SUB FUNGSI :

3.

Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,
Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

PRIORITAS NASIONAL : 02 1.052.000

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta
Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

PRIORITAS NASIONAL : 04 3.995.848

NON PRIORITAS NASIONAL : 112.693.692

4.



DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : DIPA-085.01-0/2026

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM  dari2Halaman : 7

DS:0392-0097-9481-1760

(dalam ribuan rupiah)C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

ALOKASI DANAKODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN

085.01.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 13.595.786

Meningkatnya Kualitas Perizinan dalam Keselamatan dan Keamanan di Fasilitas Kesehatan dan Industri

IKP01 Persentase Fasilitas Kesehatan dan Industri yang memiliki izin Persentase100

SP01

Meningkatnya Kualitas Inspeksi dalam Keselamatan dan Keamanan di Fasilitas Kesehatan dan Industri

IKP01 Persentase tingkat pemenuhan jumlah fasilitas kesehatan dan industri yang diinspeksi Persentase80

SP02

Meningkatnya Kualitas Peraturan ketenaganukliran bidang Kesehatan dan Industri

IKP01 Tingkat penerapan Peraturan Perundang-undangan dan standar ketenaganukliran yang mendukung kesehatan, industri, dan
lingkungan hidup

Persentase90.00

SP03

Meningkatnya Kualitas Rekomendasi Kebijakan ketenaganukliran bidang Kesehatan dan Industri

IKP01 Tingkat penerapan Rekomendasi Kebijakan yang mendukung kesehatan, industri, penelitian, dan lingkungan hidup Persentase72

SP04

Meningkatnya Pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Ketenaganukliran untuk Fasilitas Kesehatan, Industri dan Penelitian/Lingkungan
Hidup

IKP02 Persentase Pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Ketenaganukliran untuk Fasilitas Kesehatan, Industri dan
Penelitian/Lingkungan Hidup

Persentase100

SP05

Meningkatnya Kinerja Perizinan Instalasi Nuklir

IKP01 Tingkat Efektivitas Pelayanan Perizinan Instalasi Nuklir Persentase83

SP06

Meningkatnya Kinerja Inspeksi Instalasi Nuklir

IKP01 Tingkat Efektivitas Pelayanan Inspeksi Instalasi Nuklir (IEI) Persentase80

SP07

Meningkatnya Kualitas Peraturan ketenaganukliran bidang Instalasi Nuklir

IKP01 Tingkat penerapan Peraturan Perundang-undangan dan standar Bidang instalasi nuklir Persentase90

SP08

Meningkatnya Kualitas Rekomendasi Kebijakan Bidang Instalasi Nuklir

IKP01 Tingkat penerapan Rekomendasi Kebijakan Bidang Instalasi Nuklir Persentase72

SP09



DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : DIPA-085.01-0/2026

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM  dari3Halaman : 7

DS:0392-0097-9481-1760

(dalam ribuan rupiah)C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

ALOKASI DANAKODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN

Meningkatnya Kinerja Inspeksi PLTN

IKP01 Tingkat Penyiapan Sistem Inspeksi PLTN Persentase70

SP11

Meningkatnya Kualitas Peraturan ketenaganukliran bidang Energi (PLTN)

IKP01 Tingkat penerapan peraturan bidang energi (PLTN) Persentase90

SP12

Meningkatnya Kualitas Rekomendasi Kebijakan Bidang Energi

IKP01 Tingkat penerapan Rekomendasi Kebijakan Bidang Energi Persentase72

SP13

Terpenuhinya Infrastruktur Pengkajian Keselamatan Nuklir

IKP01 Tingkat pemenuhan infrastruktur pengkajian keselamatan nuklir Persentase9

SP14

Meningkatnya Infrastruktur Keselamatan, Keamanan dan Safeguards

IKP01 Tingkat ketersediaan Infrastruktur Keselamatan, Keamanan dan Safeguards Tingkat92

SP15

Meningkatnya Infrastruktur Layanan Perizinan PLTN

IKP01 Tingkat Pemenuhan Infrastruktur Layanan Perizinan Keselamatan IN Persentase90

SP16

Meningkatnya Kualitas Sistem Kesiapsiagaan Nuklir dan Respons Kedaruratan Nuklir

IKP01 Indeks Sistem Kesiapsiagaan Nuklir dan Respons Kedaruratan Nuklir (ISKNRDN) Indeks93

SP17

Meningkatnya Infrastruktur Sistem Kesiapsiagaan Nuklir Nasional

IKP01 Indeks Infrastruktur Kesiapsiagaan Nuklir Nasional (IIKNN) Indeks93

SP18

3568 Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas Perizinan dan Inspeksi dalam Keselamatan, Keamanan, Garda Aman Ketenaganukliran

01.01 Jumlah KTUN Bidang Kesehatan dan Industri KTUN9000

01.02 Tingkat pemenuhan SLA Layanan Perizinan Persentase96

01.03 Jumlah KTUN Pendukung Sektor Ketenaganukliran KTUN85

02.01 Persentase Jumlah Pelaksanaan Inspeksi Penegakan Hukum bidang Kesehatan dan Industri terhadap jumlah indikasi pelanggaran
hukum

Persentase85

11.156.786



DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : DIPA-085.01-0/2026

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM  dari4Halaman : 7

DS:0392-0097-9481-1760

(dalam ribuan rupiah)C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

ALOKASI DANAKODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN

Persentase Jumlah Pelaksanaan Inspeksi Penegakan Hukum bidang Kesehatan dan Industri terhadap jumlah indikasi pelanggaran
hukum

Persentase

03.01 Persentase Jumlah Fasilitas Bidang Kesehatan, Industri dan Penelitian yang diinspeksi terhadap jumlah fasilitas Bidang Kesehatan,
Industri dan Penelitian yang harus diinspeksi berdasarkan tingkat resiko

Persentase85

03.02 Persentase cakupan pengawasan Persentase20

04.01 Persentase Jumlah Fasilitas bidang  kesehatan berbasis radiologi di fasilitas pelayanan kesehatan KJSU – KIA yang diinspeksi
terhadap jumlah Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kanker, Jantung dan Pembuluh Darah, Stroke, Uronefrologi, dan
Kesehatan

Persentase30

05.01 Jumlah limbah radioaktif yang terkelola Fasilitas2

06.01 Jumlah KTUN Petugas Keselamatan Radiasi dan Zat Radioaaktif ; serta Keamanan Zat Radioaktif Bidang Ketenaganukliran untuk
Fasilitas Kesehatan, Industri dan Penelitian/Lingkungan Hidup

KTUN1250

06.02 Tingkat pemenuhan SLA Layanan Perizinan Petugas Fasilitas Radiasi Bidang Ketenaganukliran untuk Fasilitas Kesehatan, Industri
dan Penelitian/Lingkungan Hidup

Persentase96

07.01 Persentase Ketetapan Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir yang diterbitkan secara prima Persentase88

08.01 Tingkat Pemenuhan Kriteria Penyelenggaraan Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir Persentase80

3570 Peningkatan Sistem Keamanan dan Kesiapsiagaan Nuklir Nasional

03.01 Terpasangnya Detektor Pemantauan Online dan operasional pengembangan pemeliharaan I-RDMS Indeks93

1.939.000

3571 Perumusan dan Pengembangan Peraturan Perundangan Ketenaganukliran

01.01 Tingkat Penyelesaian Peraturan Perundang – Undangan Bidang Kesehatan, Industri, dan Lingkungan Hidup %85.00

01.02 Tingkat Pembinaan Peraturan Ketenaganukliran bidang kesehatan, industri, penelitian, dan lingkungan hidup %90.00

01.03 Tingkat pemenuhan kualitas dan kapabilitas Sarana dan Prasarana TIK %100.00

02.01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi Kebijakan8.00

02.02 Tingkat penerapan budaya dan mutu keselamatan NilaiCukup Baik

02.03 Persentase pemenuhan layanan justifikasi dan optimisasi sesuai target %70.00

500.000



DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : DIPA-085.01-0/2026

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM  dari5Halaman : 7

DS:0392-0097-9481-1760

(dalam ribuan rupiah)C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

ALOKASI DANAKODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN

03.01 Jumlah Peraturan Ketenaganukliran Bidang IBN Peraturan1.00

03.02 Tingkat Penyelesaian Peraturan Perundang – Undangan Bidang Instalasi dan Bahan Nuklir %100.00

03.03 Tingkat Pembinaan Peraturan Ketenaganukliran Bidang IBN %100.00

04.01 Persentase ketersediaan Rekomendasi Kebijakan Bidang Instalasi Nuklir %40.00

05.01 Persentase wilayah yang menerapkan ketentuan keamanan %25.00

06.01 Jumlah alat untuk pemetaan paparan eksisting Unit616.00

06.02 Persentase cakupan pemetaan paparan eksisting sesuai target %9.00

07.01 Persentase Pemenuhan Infrastruktur Komputasi Analisis Keselamatan Nuklir %25.00

085.01.WA Program Dukungan Manajemen 104.145.754

Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran

IKP01 Nilai Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional (IPPN) Indeks99

SP01

Meningkatnya Kualitas Kinerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

IKP01 Nilai Evaluasi Kinerja Prioritas Nasional (EKPN) Nilai99.75

SP02

Meningkatnya Kualitas Reformasi Hukum

IKP01 Indeks Reformasi Hukum Indeks97.5

SP03

Meningkatnya Kualitas Kebijakan

IKP01 Indeks Kualitas Kebijakan Indeks99

SP04



DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : DIPA-085.01-0/2026

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM  dari6Halaman : 7

DS:0392-0097-9481-1760

(dalam ribuan rupiah)C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

ALOKASI DANAKODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN

Meningkat dan Menguatnya Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri dalam Mendukung Fungsi Pengawasan Ketenaganukliran

IKP01 Tingkat efektivitas layanan kerja sama Persentase90

SP05

Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengelolaan Keuangan

IKP01 Persentase Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Persentase81

IKP02 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Nilai97

SP06

Meningkatnya Kualitas Laporan BMN

IKP01 Tingkat kesesuaian laporan BMN dengan laporan keuangan Persentase100

SP07

Meningkatnya Efektivitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

IKP01 Indeks Manajemen Risiko Indeks3.15

IKP02 Persentase Unit Kerja yang berhasil mendapat Predikat WBK/WBBM Persentase40

IKP03 Indeks Persepsi Korupsi (Survei Penilaian Integritas) Indeks85

IKP04 Nilai SAKIP Tingkat Satker NilaiBB

SP08

Meningkatnya Kualitas Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan

IKP01 Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi Nilai5

SP09

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kearsipan

IKP01 Nilai hasil pengawasan kearsipan lembaga Nilai90.5

SP10

Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik

IKP01 Predikat Keterbukaan Informasi Publik PredikatInformatif

SP11

Meningkatnya Kualitas SDM

IKP01 Indeks Profesional ASN Indeks81.8

SP12



DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : DIPA-085.01-0/2026

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM  dari7Halaman : 7

DS:0392-0097-9481-1760

(dalam ribuan rupiah)C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

ALOKASI DANAKODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN

Meningkatnya Kualitas Layanan TIK

IKP01 Tingkat implementasi kebijakan arsitektur SPBE (SIA) Indeks3

IKP02 Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Indeks2

SP13

3565 Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum

01.01 Tingkat pemenuhan parameter pengukuran kinerja Perencanaan dan Pembangunan Nasional Persentase100

02.01 Tingkat pemenuhan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap parameter pengukuran kinerja Sasaran Strategis dan Prioritas
Nasional

Persentase100

03.01 Tingkat pemenuhan parameter pembayaran belanja pegawai Persentase100

04.01 Tingkat pemenuhan parameter pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran Persentase100

04.02 Tingkat pemenuhan standar pelaporan keuangan Persentase100

05.01 Tingkat Ketepatan Waktu dan Kelengkapan Dokumen dalam Penyampaian Laporan BMN dan Usulan RKBMN Persentase100

05.02 Terlaksananya layanan Protokoler Pimpinan dan Lembaga Layanan1

05.03 Prosentase tingkat pelayanan kerumahtanggaan dan pengamanan dibawah 100 pengaduan Persentase95

05.04 Terselenggaranya Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Layanan1

05.05 Jumlah sanggah pengadaan barang/ jasa Laporan5

06.01 Terlaksananya layanan tata usaha dan kearsipan Layanan1

104.145.754

KETENTUAN
DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker. Plt Kepala BAPETEN

Zainal Arifin

Jakarta,  01 Desember 2025

NIP. 196609301993121001



(dalam ribuan rupiah)

KODE

:1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 085 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)

PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 7 8

PAGU/TARGET
PENDAPATANPEGAWAI BARANG

52 53

MODAL

57

BANTUAN SOSIAL

51

A. IDENTITAS UNIT :

2. UNIT ORGANISASI

3. PAGU

:

:

085.01 Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Rp.117.741.540.000

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

NO

9=5+6+7+8

TERCATAT

10

KP
KD
DK
TP
UB

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-085.01-0/2026DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

(SERATUS TUJUH BELAS MILIAR TUJUH RATUS EMPAT PULUH SATU JUTA LIMA RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH)

1Halaman :

DS:0392-0097-9481-1760

 dari1

085.01.KB 13.474.286 00 1.024.772121.500 13.595.786Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

01 DKI JAKARTA 0 13.474.286 121.500 0 1.024.77213.595.786

666760 DEPUTI BIDANG PERIJINAN DAN INSPEKSI 0 12.974.286 121.500 0 1.024.77213.095.786KP

A00 RM 0 1.939.000 0 0 1.939.000 19.754

D00 PNBP 0 11.035.286 121.500 0 11.156.786 1.005.018

13.867.363Target Pendapatan

666777 DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN KESELAMATAN NUKLIR 0 500.000 0 0 0500.000KP

D00 PNBP 0 500.000 0 0 500.000 0

085.01.WA 22.131.589 082.014.165 110.0460 104.145.754Program Dukungan Manajemen

01 DKI JAKARTA 82.014.165 22.131.589 0 0 110.046104.145.754

613324 SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 82.014.165 22.131.589 0 0 110.046104.145.754KP

A00 RM 82.014.165 22.131.589 0 0 104.145.754 110.046

795.300Target Pendapatan

TOTAL 82.014.165 35.605.875 121.500 0 117.741.540 1.134.818

RM 82.014.165 24.070.589 0 0 106.084.754 129.800

PNBP 0 11.535.286 121.500 0 11.656.786 1.005.018

14.662.663PENDAPATAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
KETENTUAN

Plt Kepala BAPETEN
Jakarta,  01 Desember 2025

NIP. 196609301993121001
Zainal Arifin



(dalam ribuan rupiah)

KODE

:1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)

URAIAN PROGRAM PAGU JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

A. IDENTITAS UNIT :

2. UNIT ORGANISASI

3. PAGU

:

: Rp.117.741.540.000

B. RENCANA PER PROGRAM

NO

NOMOR : DIPA-085.01-0/2026DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

(SERATUS TUJUH BELAS MILIAR TUJUH RATUS EMPAT PULUH SATU JUTA LIMA RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH)

DS:0392-0097-9481-1760

085.01

085

Badan Pengawas Tenaga Nuklir

 dari1Halaman : 1

085.01.KB1 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

RENCANA PENARIKAN DANA 13.595.786 1.093.236 1.093.236 1.122.940 1.190.034 1.097.019 1.146.930 1.093.236 1.111.089 1.093.236 1.093.236 1.149.673 1.311.920

PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN 13.867.363 1.155.612 1.155.612 1.155.612 1.155.612 1.155.612 1.155.612 1.155.612 1.155.612 1.155.612 1.155.612 1.155.612 1.155.631

085.01.WA2 Program Dukungan Manajemen

RENCANA PENARIKAN DANA 104.145.754 8.678.779 8.678.779 8.678.779 8.678.779 8.678.779 8.678.779 8.678.779 8.678.779 8.678.779 8.678.779 8.678.779 8.679.185

PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN 795.300 66.275 66.275 66.275 66.275 66.275 66.275 66.275 66.275 66.275 66.275 66.275 66.275

TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA 117.741.540 9.772.015 9.772.015 9.801.719 9.868.813 9.775.798 9.825.709 9.772.015 9.789.868 9.772.015 9.772.015 9.828.452 9.991.105

TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN 14.662.663 1.221.887 1.221.887 1.221.887 1.221.887 1.221.887 1.221.887 1.221.887 1.221.887 1.221.887 1.221.887 1.221.887 1.221.906

Plt Kepala BAPETEN
Jakarta,  01 Desember 2025

Zainal Arifin
NIP. 196609301993121001


